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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada implemeniasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah {PP)
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai derivasi dari Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan pemerintah dacrah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing dacrah, sesuai
dinamika perkembangan daerah dan nasional. Maka setiap Perangkat Dacrah (PD)
wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD yang merupakan dokumen
perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra)
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atan yang
mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tyjuan, dan
sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa
depan.

Hal tersebut sesuai dengan Xetentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata (Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 25 ayat
(3) bahwa “Penvusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat
indikatif. Dalam Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 34 jahbun 2010 lenidng
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1.2

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunam, Pengendalian dan Evatuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
pada Pasal 85 ayat (2) juga dinyatakan bahwa “Renstra SKPD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun sesuai dengan lugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada
RPIM Daerah dan bersifat indikatif”. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 — 2022 merupakan penjabaran
RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaien Musi Banyuasii.

Oleh karena itu, renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah im
memuat deskripsi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan
serta capaian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin yang dijadikan sebagai acuan dan penentu arah kinerja masing-masing Sub
Bagian dan Seksi di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin. Proses penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah ini sejatinva memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang
terkait dan berkepentingan, baik dari internal maupun eksternal organisasi perangkat
daerah. Kegiatan penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini
telah melibatkan pembahasan secara intensif dengan semua perwakilan dari
Sekretariat dan masing-masing Bidang yang ada di lingkungan Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis
diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk

melaksanakan rencana strategis ini.
Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini adalah
sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja atau program kerja tahunan dan
lima tahunan, serta sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuniabilitas Kinerja
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ada pun

tujuannya sebagai berikut:
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1) Memudahkan seluruh jajaran manajemen dan aparatur Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun program dan

kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan
yang telah ditetapkan dalam RPJMD;

2) Sebagai alat kendali untuk mengevaluasi kinerja masing-masing unit kerja sesuai

dengan rencana kerja tahunan yang telah disusun:

3) Terwujudnya keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program/kegiatan yang
ditetapkan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupatcn

Musi Banvuasin.
1.3. Landasan Hukum

[andasan hukum penyus:man Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400y,

3) Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
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5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan -Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara republik Indoncsia Tahun 2015 Nomeor 58, Tambahan embaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan FEvaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusuran Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan. Tata Cara

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Kabupaten Musi Banyuasin 4



Penyusunan, Pengendalian dan Fvaluasi Pclaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

12) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin;

13) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomeor 83 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

1.4. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

2017 — 2022 merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan penjabaran visi,
misi dan program RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2017 — 2022 ke dalam strategi
pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin.

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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Gambar 1.1.  Hubungan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1.5, Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tzhun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
maka Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017-
2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang urgensi rencana strategis, tujuan
penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan renstra SKPD dengan

dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.
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Bab I¥

Bab IV

Bab V

Bab Vi

Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Bab ini memuat tugas pokok dan fungsi Dadan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah, sumber daya manusia. serta kinerja pelayanan Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
Isu-isu Strategis

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Menjelaskan isu-isu strategis yang akan
dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi melalui penelaahan terhadap permasalahan yang
dihadapi serta visi dan misi Kepala Daerah.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab 11 berisi pernyataan visi dan rumusan misi. tujuan dan sasaran jangka
menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berikut indikator
dan target kinerja masing-masing sasaran, serta sirategi dan kebijakan yang
disinkronkan dengan visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana
yang tertuang dalam RPJMD.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif,

Memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif

indikator Kinerja Badan Pengeiola Pajak dan Retribusi Daerah yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPIMD

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah
yvang secara langsung menunjukkan kinerja vang akan dicapai QOrganisasi
crangkat Daecrah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian iujuan dan sasaran RPIMD.

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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Bab VII Penutup

Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah- langkah yang akan
dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan
Renstra. o |
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
merupakan Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Musi Banyuasin. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten serta Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,
mempunyai tugas :
. Membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah yang meliputi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan
Pendapatan lainnya ke Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, dan

penilaian atas pelaksanaannya;

N

- Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program. perubahan dan

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta melaksanakan evaluasi

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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dan penelitian terhadap potensi dacrah yang dapat dijadikan sebagai sumber
pendapatan daerah;
3. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pendapatan Daerah

4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati Musi Banyuasin.

Untuk  menyelenggarakan tugas sebagaimana terscbut diatas, Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai

tugas:

®

Melakukan perwmusan kebijakan teknis, pemberian bumbingan dan pembinaan,
koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala

Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi

Daerah;

¢. Membantu melakukan pekerjaan pendataan Objek dan Subjek Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak /
Direktorat Pajak Rumi dan Bangunan (PBRB) dalam menyampaikan dan menerima
kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari Wajib Pajak;

d. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

€. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sarana
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan { PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak. kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan
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penyampaian daftar himpunan pokok pembayaran pajak bumi dan bangunan

(PBB) yang ada dibawah pengawasannya;

f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak

Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Dacrah Lainnya;

g. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan Pajak Daerah,

Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya;

h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendatian operasi di bidang Pendapatan.
penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asii

Daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

i. Melakukan Penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan daerah

lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan;
j. Melakukan urusan rumah tangga;

k. Mengumpulkan Bahan Penyusunan, Perubahan dan Perhitmgan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Mengelola administrasi Keuangan Dacrah dan Dinas Daerah Kabupaten;

m. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan SPD dan SP2D dan membina

perbendaharaan:;

n. Mengumpulkan bahan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan

Administrasi Kcuangan dan Dinas Daerah:

0. Mengumpuikan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti kemungkinan poiensi
daerah yang dapat dijadikan Sumber Penerimaan Daerah:

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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p- Mengumpulkan bahan penyusunan kebijaksanaan pengembangan potensi dacrah

yang dapat dijadikan sebagai Sumber Penerimaan Daerah;

q. Mensosialisasikan semua Undang-undang, Peraturan Daerah yang berkenaan
dengan kcbijaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan

penerimaan daerah;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016,
teniang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dacrah Kabupaten Musi

Banyuasin sebagai berikut

Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:

I. Kepala Badan

2. Sekretaris
Sekretariat, membawahi -
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
c Subbagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, membawahi
a. Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi;
b. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan: dan
¢. Subbidang Penilaian dan Penetapan.

4. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi -

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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a. Subbidang Penagihun, Kcheratan dan Banding:
b. Subbidang Pemeriksaan dan Verifikasi; dan
& Subbid___ang Pembukuan, Pelaporan dan Bendahara Penerimaan Daerah.
5. Bidang ch-l;gé(ajian dan Penerimaan Dacrah, membawahi :
a. Subbidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan lain-lain:
b. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian Potensi Penerimaan; dan
¢. Subbidang Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi dan Benda Berharga.
6. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), membawahi :
a. Subbidang Pelayanan dan Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB;
b. Subbidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB; dan

¢. Subbidang Penagihan, Keberatan dan Penatausahaan Piutang PBB dan BPHTB.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.
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GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

v i i

KEPALA BADAN

I I
FUNGSIONAL SEKRETARIS
i
KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
UMUM DAN KEUANGANDAN | | PERNCANAAN, EVALUASH
KEPEGAWAIAN ASEF DAN PELAPORAN
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN | | BIDANG PENGKANAN DAN BIDANG PENAGIHAN DAN BIDANG PBB DAN
PENDATAAN DAN PENETAPAN PENERIMAAN DAERAH PEMBUKUAN BPHTB
, KASUBBID PENG AWASAN
KASUBEID PENDAFTARAN DN HASUBBID PENERIMAAN DAN KASUBBID PENDATAAN PENILAIAN
B PEADATAAN L PAIAKDAERAH, RETRIBUS! DAN VERIFIKAS] | DAN PENETAPAN PBB DAN BPHTB
BENDA BERHARGA
KASUBBID PELAYANAN, KASUBEID PEMBUKLARN, PELAPORAN KASUBBID PENAGIHAN KEBERATAN
|| PENGOLAWANDATADAN | | | ﬁﬁ;mﬁ“m DAN BENDAHARAN PENERIMAAN | DAN PENATAUSAHAAN PIUTANG
INFORMAS! DAERAH PBR DAN BPHTB
HASUBBID MONTORING, EVALUAS!
|| KASUBBIDPENILAANDAN | | | DAN PENGKAJIAN POTENS! || KASUBBID PENAGINAN, KERSRATAN | [KASUBBID PENGOLAKAN DATA DAN
PEREAPK ERERAG DANBANDING * INFORMASI PBB DAN BPHTB
UNIT PELAKSANA TEKNIS |
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Adapun tugas masing-masing jabatan berdasarkan struktur organisasi tersebut
diatas diuraikan sebagai herikut
1. KEPALA BADAN
Kepala Badan mempunyai tugas :
% Penyusunan rumusan kebijakan teknis penghimpunan pajak dacrah scsuai peranran
perundang — undangan dan kebijakan yan g telah ditetapkan Kepala Daerah;
% Pengelolaan Ketatausahaan;
% Pelaksanaan pendapatan, penetapan dan pendaftaran, penagihan, keberatan dan
pemeriksaan pajak daerah;
% Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pendataan. penectapan dan

pendaftaran, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak daerah;

Y
L

Pelaksaan pengembangan potensi pajak daerah:

5
R

Pelaksanaan proses akuntansi atas penerimaan pajak daerah;

% Penyusunan laporan penerimaan pajak daerah:

% Pelaksanaan pelayanan wajib pajak ditempat pelayanan pajak daerah:
% Pemberdayaan dan peningkatan kinerja UPTD: dan

% Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

2. SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas :
** Perumusan rencana kerja Sekretariat:

% Pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan:

BADAN PENGFIOF 4 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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Penyusunan program dan petunjuk tcknis penyelenggaraan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
Perencanaan, _\peﬂgcndalian dan pembinaan administrasi umum, keuangan
dan kepcgé»-af;timr serta perencarnaan, Et;&hlaasi dan  pelaporan;
Pengkoordinasian pcnyusunan program dan laporan bidang-bidang;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya;
Pembinaan dan pengembangan pegawai:

Penyusunan LAKIP Badan;

Pengendalin data informasi hasil kegiatan Badan dan Informasi lainnya terkait
layanan public secara berkala:

Pengendalian SOP, target SPM, SPP dan IKM;

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan;

3. BIDANG PELAYANAN, PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN

Mempunyai tugas :

>
”»*

LA
L

&

e

Perumusan pelaksanaan teknis operasional pelayanan;
Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendaftaran dan pendataan:
Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional perhitungan dan penetapan;

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

4. BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN

Mempunyai tugas :

>
9"’

Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pena ihan;
p oo peiag

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional keberatan dan banding:
Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pembukuan; dar

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

5. BIDANG PENGKAJIAN PAJAK DAN PENERIMAAN DAERAH

Mempunyai tugas :

<

3
X

L
A

+

W+,
b

Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pengkajian pajak daerah:
Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pengembangan pajak daerah:
Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional dana bagi hasil dan pendapatan lain-
lain:

Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional monitoring, evaluasi dan pengkajian
potensi pajak daerah; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

6. Bidang PBB dan BPHTB

Mempunyai tugas :

"
)

.
LA

Menyusun perencanaan operasional kegiatan PBB dan BPHTR

Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis p;ngelolaan PBB dan BPHTB:
Melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah
strategis penerimaan PBB dan BPHTR;

Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja:

Menyelenggarakan dan melaksanaken pengelolaan PRB dan BPUTR

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUS!I DAERAH
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Melaksanakan pembinaan, pengawasan  scrta  pengendalian  penyclenggaraan
kegiatan PBB dan BPHTR:

Melaksanakan penyajian data dan informasi penerimaan PBB dan BPHTB;
M;enyusun kebijakan teknis pemungutan BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan;
Merumuskan dan merencanakan pelaksanaan PBB dan BPHTR:

Menggali dan mengembangkan sumber pendapatan dari PBB dan BPHTB:
Menyusun rencana target penerimaan dacrah PBB dan BPHTB;

Mendaftarkan, pendataan, penilaian dan penetapan PBB pedesaan dan perkotaan:
Mengolah data dan informasi BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan;

Melayani BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan:

Menagih BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan

Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan BPHTB dan PBB pedesaan
dan perkotaan;

Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan BPHTB dan PBB
pedesaan dan perkotaan:

Menerbitkan surat peringatan, teguran dan surat paksa kepada wajib pajak sesuai
ketentuan yang berlaku;

Menerbitkan SPPT. surat peringatan, teém‘an dan surat paksa pemungutan BPHTB
dan PBB pedesaan dan perkotaan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menerima dan melayani surat-surat keberaian dan banding atas penetapan;
Melakukan pengawasan terhadap penerimaan PBB dan BPHTB:

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi /

kegiatan kepada atasan:

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 89 orang Aparatur Sipil Negara, dimana 54 orang

ASN bertugas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin dan 45 orang ASN bertugas pada UPTB di Kecamatan. Berikut ini data

Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut -

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

2 1 12 2 14
3 HI 45 23 68
-+ Iv 5 2 i

JUMLAH 63 27 90

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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Tabel 2.2 Jumiak Pegawai Berdasarkan Eselon

. hselon 2 o = Jumlah

2 Il 1 - 1

3 11 5 s 5
| 4 v 20 8 28
JUMLAH 26 8 34

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

_..I—ichcl_i_dil;aﬂ___: - - L cam _. T:IIL_-U_?_I
2 S2 20 10 30
3 S1 29 10 39
4 D3 - - -
5 D2 2 = L

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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SLTA ! 17 3 20

SLTP 1 - 1
. SD - 2 - -
JUMLAH 67 | 2 90

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

2.3. Sarana dan Prasarana

2.4.

Untuk mendukung optimalisasi sarana dan prasarana, Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ménempati gedung ex. Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin yang tediri dari gedung
dengan 2 lantai. Dimana lantai 2 ditempati oleh Kepala Badan, Sekretariat dan
Bidang Pengkajian Pajak dan Penerimaan Daerah, sedangkan di lantai 1 ditempati
oleh Bidang PBB dan BPHTB, Bidang Penagihan dan Pembukuan, Bidang
Pelayanan Pendafiaran Pendataan dan Penctapan. Peningkatan sarana dan prasarana
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terus
dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan kepada

masyarakat.

Peralatan dan Perlengkapan
Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping Sumber Daya Manusia
(SDM. sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan juga menjadi syarat mutlak

dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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pencapaian target kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPIMD) 2017-2022 .

2.5. KINERJA PELAYANAN BPPRD
Pelayanan yang diberikan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dacrah Kabupaten
Musi Banyuasin adalah :
1. Wajib Pajak Daerah (WPD) yang langsung menyetor melalui Bendahara Khusns
Pencrimaan Badan Pengelola Pajak sedangkan
2. Wajib Retribusi Daerah menyetor melalui Bendahara Penerimaan pada Perangkat
Daerah yang memiliki Retribusi tersebut.
Adapun Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.
Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas, terdiri dari :
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Air Tanah :
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Parkir;

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAL
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0. Pajak Buni dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan: dan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan Potensi Pajak Daerah sebagai

berikut :

1. PAJAK HOTFL

Pajak Hotel diatur dalam PERDA Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan

diatr dalam PERBUP Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang

petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel.

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan Pajak Hotel adalah:

a.

£

Jumlah Kamar adalah totalitas jumlah kamar dengan masing-masing klasifikasinya
yang dimilki masing-masing hotel dalam unit yang ada di Kabupaten Musi

Banyuasin;

- Tingkat Hunian rata-rata perhari adalah jumiah tamu yang menginap rata-rata per

hari pada masing-masing hotel dalam satuan orang vang ada di Kabupaten Musi
Banyuasin;

Biaya rata-rata yang dikeluarkan tamu per hari adalah Jjumlah pembayaran yang
harus dikeluarkan rata-rata setiap tamu perhari vang mengirap pada masing-masing

hotel dalam rupiah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;

- Tarif Pajak Hotel adalah besarnya prosentase Pajak vang harus dibayar pengelola

hotel yang ada dimasing-masing hotel di Kabupaten Musi Banyuasin;

- Realisasi Pajak 1lotel dan Restoran adaiah jumlah penerimaan yang berasal dari

Pajak Hotel dan Restoran pada tahun tertentu Jdalam satuan rupiah;

Kurs adalah nifar wikar rupiah terhadap dotar dalam waktu tertentu-

BADAN PENGELOL A PAJAK DAN RETRIBUSI DACRAH
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g Ratc adaiah tarif kamar hotel yang ditentukan oleh masing-masing pengelola hotel
yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin:

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepad-a. orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak
adalah orang pribadi atan Badan yang mengusahakan Hotel. Tarif pajak hotel
ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen). Pajak Hotel yang ada di
Kabupaten Musi Banyuasin Meliputi :

a. Hotel Bintang Tiga

b. Hotel Melati Tiga

¢. Hotel Melati Satu

d. Losmen / Rumah Penginapan / Pangsarahan / Hostel

e. Wisma Pariwisata

PAJAK RESTORAN

Pajak Restoran diatur dalam Perda Nomor 07 tahun 2010 dan Perbub Nomor 28
tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Variabel vang
dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Restoran adalah jumlah unit kursi yang
dimilki, rata-rata tamu yang datang tiap hari, rata-raia pengeluaran total tamu setiap
kali kunjungan pada bulan ramai dan bulan sepi.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran, pelayanan yang
disediakan restoran meliputi pelavanan penjualan makanan dan / atau minuman vang
dikonsumsi oleh pembeli. baik dikonsumei ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
tarif pajak Restoran ditctaphan paling tingyi sebesar 10 % isepuluh persen). Pajak

Restoran vang ada di Kabupaten Musi Banvunasin meliput:

HADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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a. Restoran
b. Rumah Makan
C. C.afclaljia

d. Catering

3. PAJAK HIBURAN
Pajak Hiburan diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2010 dan Perbub Nomor

31 Tahun 2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan. Variabel
yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Hiburan adalah rata-rata
pengeluaran pengunjung untuk hiburan dan jumlah pengunjung tempat hiburan
tersebut selama satu tahun sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah.

Hiburan yang dimaksud disini adalah Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan
dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah -

1. Pagelaran Kesenian Musik / Tari / Busana

2. Karaoke ;

3. Permainan Ketangkasan

4. Panti pijat, refleksi,

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

4. PAJAK REKI.AME.
Pajak  Reklame diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Variabel yang
dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Reklame adalab jenis reklame vang

akan dipasang, lokasi pemasangan reklame, luas reklame dan lamanya

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Kabupaten Musi Banvuasin 25



penyclenggaraan reklame.

Objek Pajak yang dimaksud meliputi -

b. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
<. Reklame kain / Spanduk

d. Reklame selebaran;

¢. Reklame berjalan, termasuk kendaraan:

f. Reklame suara;

Tarif Pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

5. PAJAK PENERANGAAN JALAN.

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Pencrangan Jalan adalah

sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang

merupakan cerminan daya beli masyarakat. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan
adalah Nilai Jual Tenaga Listrik, Yang dimaksud Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:

- Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayarannya, nilai jual
tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya
pemakian KWh / varvaiabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

- Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai jual tenaga listrik, dihitung
berdasarkan kepastian tersedia, tingkat penggunaan listrik, dan harga satuan listrik
yang berlaku di wilayahDaerah yang bersangkutan.

- Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

persen).
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- Penggunaan tenaga [listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan
ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% {satu koma lima persen)
Pajak Penerangan Jalan Meliputi :
a. Pajak Penerangan Jalan Listrik yang dihasilkan sendiri;
b. Pajak Pencrangan Jalan Listrik yang dihasilkan Pihak Lain
Pajak ini diatur dalam Perda nomor 08 tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan Perda
Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 30 desember 2010 tentang petunjuk pelaksanaan
pemungutan pajak Mineral bukan logam. Tarif pajak bukan logam 25 % dari Nilai
Jjual Hasil Pengambilan Mineral bukan Logam.
Pajak Mineral Bukan Logam meliputi
a. Tanah Urug
b. Pasir Urug
¢. Tanab Liat

d. Pasir Bangunan

. PAJAK AIR TANAH

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Air Tanah adalah
adanya pemanfaatan dari air tanah dari pihak perusahaan untuk komersil baik dari
perusahaaan Hotel maupun perusahaan lain yang terkait dengan penggunaan air tanah.

Tarif Pajak Tanah sebesar 20 % dari Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
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7. PAJAK BURUNG WALET

Pa_jak Walet diatur dalam Perda Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 25
Oktober 2010 dan Peﬂaub Nomor 30 tahun 201{} tanggal 30 Desember 2010 tentang
Petunjuk Pe!&ksan&an Pemungutan Pajak Burung Walet. Objek Pajak Sarang Burung
Walet pengambilan dan / atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Dasar pengenaan
pajak Sarang Burung Walet adalah nilaj jual Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang
Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual

sarang burung walet.

PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Bea Perolchan Hak
Atas Tanah dan Bangunan adalah banyaknya terjadi transaksi jual beli tanah, konversi,
ataupun waris, hibah.Pajak Bea perolehaanak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam
Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 25 oktober 2010 dan Perbub Nomor 32 Tahun
2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea
Pajak Hak atas Tanah dan Bangunan, tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % {lima persen).

9. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Variabel Pajak Bumi dan Bangunan untuk menentukan Potensi Pajak Bumi
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki
dikuasasi. dan atau dimanfaatkan oleh orang Pribadi atau Badan. Atas Bumi, Subjek

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan
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yang sccara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan / atau memperoleh manfaat
atas Bumi, dan / atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas
Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Perda No 9 Tahun 2011 dan
Perbub Nomor 28 Tuhun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
Perbub nomor 30 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perbub Muba Nomor 28 Tahun
2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan
dan perkotaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin dan Perbup nomor 44 Tahun 2013
tentang Tata cara penentuan Besarnya Nilai Objek Pajak. Adapun Pajak Bumi dan
Bangunan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

a. Sektor Perkotaan;

b. Sektor Perdesaan

Sedangkan Retribusi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

1) Retribusi Jasa Umum

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya;

b) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersiban:

¢) Retribusi Pelayanan Pasar — Pelataran;

d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban Truk;

e) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/aiau Pengujian Alat Pemadam

Kebakaran:
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2} Rectribusi Jasa usaha
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:
b) Retribusi Pasar Grosit/ Pertokoan:
¢) Retribusi Tempat Khusus Parkir:
d) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan:
¢) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

f) Retribusi Rumah Potong Hewan:

3) Retribusi Perizinan Tertentu
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan:
b) Retribusi Izin Gangguan/K eramain:;

¢) Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA.

2.6. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN

PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD).

Kota Sekayu sebagai pusat kegiatan Pemerintahan Kabupaten Musi
Banyuasin juga merupakan kawasan pusat perdagangan dan pelayanan jasa utama di

Kabupaten Musi Banvuasin  sekior perdagangan. hotel dan restoran. sekior
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transportasi dan  komunikasi, sektor jasa sebagai penyumbang potensial
perckonomian aken dikelola dengan sebaik-baiknya agar mwampu memberikan
kontribusi yang optimal bagi peningkatan pendapatan daerah guna membiavai

pembangunan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
didalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai fujuan dan sasaran
yang drietapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangks

panjang, menghadapi tantangan dalam pelayanan, antara lain :

Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya
kemampuan aparatur pemungut (fiscus) dalam mendata. menghitung potensi dan
menjabarkannya dalam bentuk date base potensi yang dapat dipercaya/akurat dan dapat
dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan

pendapatan pajak daerah;

Perlu konsistensi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan
retribusi daerah. sesuai dengn mekanisme pemungutan yang berpedoman kepada sistem

manajemen pengelolaan pendapatan pajak daerah;

Perlu melakukan optimalisasi pendapatan'péjak ‘daerah bekerjasama dengan pihak

ketiga, secara continue guna peningkatan kemampuan aparatur dan pendapatan pajak
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5. Meclaksanakan upaya penegakan sanksi hukum {(Law Exforcement) batk dalam hal
disiplin  administrasi  dan  kepatuhan  dalam pungutan  dan  Keterlambatan

pembayaran/penyetoran.

Selain tantangan yang ada juga terdapat heberapa peluang vang dapat membanty
tercapainya Visi dan Misi. Peluang vang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin antara lain -

i, Memantaatkan peraturan-peraturan vang berlaku dan Undang-undang Nomor : 22 dan
25 tahun 1999 yang memberikan otonomi kepada daerah, dan UU Nomor : 28 Tahun
2009 untuk mengoptimalkan sektor penerimaan vang berasal dari PBB dan Retribusi

Daerah:

J

Peningkatan kerjasama dengan aparatur pengawasan dan instansi-insatansi terkait

dalam rangka penegakan hukum:

3. Mendorong DPRD Kab. Muba melaiui fomrﬁ rapat {iengar pendapat agar berﬁeréﬁ
dalam penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak;

4. Menyempurnakan sistem dan prosedur serta tata kerja. pemungutan Pendapatan Asii
Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan -
kegiatan vang SDM nya belum tersedia:

3. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan Staf Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengikuti program peningkatan

pendidikan dan pelatihan,

1

Banyaknya perusashaan yang berckala nasional vang beroperasi di  wilayah

F.abupaten Musi Banvuasin.
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BAB 11

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATECIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN PD

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan
sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Daerah Nomor : 83 Tahun 2016.
Kewenangan yang diberikan akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan
dalam upaya peningkatan pendapatan pajak daerah. Untuk itu perlu dilakukan
kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan
prima melalui perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasikan kepada-
segenap lapisan pegawai dan stakeholder, maka diharapkan tantangan ke depan

dapat diantisipasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan olch Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berkaitan
dengan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi dacrah dapat diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut :

a. Terbatasnya tenaga ichnis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru

sita dan tenaga penyuluhan pajak dan retribusi daerah:
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32.

b. Belum optimalnya penggunaan tehnologi informasi dalam penyajian data dan

informasi;
¢. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pcgawai;

d. Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah setiap tahun belurs mengalami peningkatan;

e. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pendataan

objek pajak belum memadai:
f. Masih lemahnya koordinasi dengan unit terkait;
g. Tunggakan Pajak masih besar;

h. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari stakeholder.

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang  sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Visi adalah rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005 - 2025

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
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Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin tahun 2005 - 2025 adalah ® MUBA MAJU, MANDIRI DAN

SEJAHTERA 2025”.

Dengan memperhatikan Visi-visi dari dokumen perencanaan tersebutf, maka
Visi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 — 2022 adalah

” MUBA MAJU BERJAYA 2022 7.
Dengan Misi yang ingin dicapai vaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Kualitas
Birokrasi yang bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat:

2. Memacu Pembangunan Infrastuktur secara Masif,

3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakai dan
Penanggulangan Kemiskinan:

4. Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Keschatan yang Berkualitas serta
Terjangkau bagi semua Lapisan Masyarakat Demi terciptanya Sumber Daya
Manusia yang berkualitas, unggul dan Kompetiiif;

S. Menciptakan Generasi Mudz Musi Banyuasin yang Religius, Berprestasi serta
Anti Narkoba;

6. Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggungjawab dengan
memperhatikan Aspek Kelesteraian Lingkungan (green growth governance);

7. Memberdayakan perempuan dan Melindungi anak serta penyandang Disabilitas;
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Dari 7 (tujuh) Misi Kepala Dacrah dan Wakii Kepala Daerah terpilih Kabupaten
Musi Banyuasin 2017 - 2022, Misi yang berkaitan secara langsung dengan Tugas Pokok
dan Fungsi Badan Pengelola Ps__ijak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
yakni Misi ke-3, yaitu - “Méningkstkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan

Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan”.

Tujuan dari Misi 3 ( tiga) adalah : meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),
meningkatkan pemberdayaan ekonomi berbasis kemasyarakatan dan menurunkan angka

kemiskinan.

Selanjuinya, agenda pembangunan terscbut dijabarkan dalam rencana program
beserta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh PD, Indikasi rencana program
prioritas daera yang harus dijabarkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tugas dan fungsi adalah meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;

6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam upaya mencapai pencapaian Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana misi ke-3 (tiga) yain:: “Meningkatkan Kemandirian
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Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Pe

nanggulangan Kemiskinan™. yang

mempunyai tujuan : Meningkatka PAD (Pendapatan Asli Daerah), terdapat faktor

penghambat dan faktor pendorong, yaitu sebagai berikut :

a. FKaktor Penghambat

1.

/A

h

Proses pengelolaan keuangan yang dihasilkan belum optimal.
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan retribusi;

Keterpaduan dalam sistem pelayanan perpajakan:

Kurangnya komitmen beberapa PD yang memiliki pendapatan dalam  mencapai

target;
Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dibidang perpajakan;

Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan.

b. Faktor Pendorong

1.

.

Tersedianya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;

Komitmen pimpinan dan semua staf untuk melaksanakan tugas.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Analisis Renstra K / L dan PD Kabupaten (yang masih berlaku) ditujikan

untuk mentlai keserasian, keterpaduan, sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan

Renstra PD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/I. dan Renstra Propinsi sesuai

dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing PD.

Telaahan Renstra Dispenda Propinsi Sumatera Selatan
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Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Pasal 150 Ayat (3)
huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) untuk
jangka W&]{f;l lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala
Daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan dengan

memperhatikan RPJM Propinsi Sumatera Selatan.

Visi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan adalah

“Terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan Yang Profesional,
Akuntabel dan Inovatif dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Dacrah Berbasis
teknologi Informasi’. Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera

Selatan adalah:

I. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan profesional Sumber Daya Manusia.
2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ckstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

berbasis informasi tehnologi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Berdasarkan Visi dan Misi di atas, maka tujuan

pembangunan bidang pengelolaan pajak dalam lima tahun kedepan adalah :
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TABEL 3.1. TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGELOLAAN PAJAK

LIMA TAHUN MENDATANG

i N/ Misi Tujuan Indikator Sasaran Indikator Kiner_ja
| o Tujuan
z 2 3 4 5 6

o Meningkat
kapasitas
Kelembagaan

| Profesionalisme
Sumber  Daya

Manusia

Menirigkatkan
Kinerja
Pelaksanaan
Tugas Pokok,
Fungsi  serta
Peran

Kelembagaan.

Penurunan

' Keluhan

pelayanan
administrasi

perkantoran

Meningkatkan

'_Tingkat pemenuhan |

kwalitas Jasa adminstrasi |
pelayanan perkantoran
administrasi
Tingkat
perkantoran
ketersediaan sarana
dan prasarana
aparatur
Laporan keuangan
dan kinerja yang
disampaikan  tepat
waktu
Meningk_atnya Tingkat Disipliu
kualitas aparatur
aparatur

Tingkat Kompetensi

aparatur

dibidangnya
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I~

Mengoptimalka
n intensifikasi
dan ekstensi
| sumber-sumber
pendapatan
daerah berbasis
informasi

tehnologi

Terwujudnya
kemandirian
daerah dalam

pembangunan

Tingkat
Pertumbuhan
Pendapatan
Daerah

{ PATDA)

Meningkatnya
Pendapatan Asli
Daerah

Rasio
terhadap
Pendapatan.

Dacrah

PAD |

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat ada keterkaitan antara Renstra Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Rensira

Dispenda Propinsi Sumatera Selatan pada Sasaran dan Indikator Kinerja.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki

peran yang sangat strategis dalam pembangunan yang direncanakan, dalam hal berkaitan

dengan penyediaan dana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan

pembangunan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah. Dalam menjalankan tugas

pokonya melaksanakan urusan pemerintahan dacrah di bidang pendapatan pajak daerah

dan tugas pembantuan, dikaitkan kepada, yaitu “ Meningkatkan Kemandirian Ekonomi,

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan .
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pembangunan mclalui peningkaran penerimada pajak ducrali. Dalamn mcojalankan tugas
pokonya melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pajak daerah
. dan tugas pembantuan, dikaitkan kepada, yaitu “ Meningkatkan Kemandirian Ekonomi,

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan 7,

3.4, TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS { KLHS).

Twuan penataan ruang kota yaitu mewnjudkan tata rnang yang aman, nyaman,

produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis

perdagangan. jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional
Tata Ruang wilayah memiliki kedudukan yaitu sebagai pedoman untuk :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD), rencana
rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang keta;

3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbeangan antar sector, antar daerah
dan antar pemangku kepentingan;

4. Penetapau lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

5. Penataan ruang kawasan strategis kota
Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis {KLHS) berfungsi dan berpedoman
sebagai :
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Menjaga kescimbangan proporsi kawasan lindung dikawasan Musi Banyuasin:
Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan
berfungsi M&miogﬁs untuk mejamin keiersediaan sumber daya air dan kesuburan
tanah serta melindungi kawasan dan bahaya longsor dan crosi:

Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau
sempedan sunggi. jalur tegangan tinggi, dan Jalur rel kereta api;

Mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Hijau {R’I_H) vang ada dan
tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang
terbuka hijau;

Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah
ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk dan wujud
arsitekturat;

Meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Mengamati hal-hal tersebut diatas, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan bahwa untuk melaksanakan pemungutan
pajak daerah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan pada wajib pajak
yang memiliki usaha sesuai dengan peruntukan lokasi tempat berdirinva usaha.
berdasarkan RI/RW yang telah ditetapkan. Kesimpulannya Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan pemungutan pajak
sesual dengan izin. Hambatan vang tentunya muncul yaitu banyvaknya wajib pajak
vang lalai atau belum mengurus perizinan usaha mereks sehingga belum dapas

e T s o N
diarik pajaknya

I ETE Pyt = ke Ea e T SRR ot s o s bodgn
S IUR [SATUNYE dRan Miehdoruny Dars pelilgd> Pajdh agdl aajat

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUS! DAER ~ i
Kabupaten Musi Banvuasin a2



mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui kegiatan scbagai

berikut

1. Melakukan pemberitahuan, pendekatan dan pemahaman secara personal kepada
masyarakat wajib pajak tentang pajak daerah yang harus disetorkan ke Kas
Daerah Pemerintah Kabhupaten Musi Banyuasin_

2. Membevikan penyuluban , pembinaan dan pengarahan kepada Wajib Pajak yang

tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

lad

Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pajak berupa

penerbitan Surat Teguran dan pemberlakuan sanksi denda administrasi

4. Memberikan reward/ penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak
tepat waktu

5. Memberikan sanksi tegas kepda peiugas / aparat yang terbukti melakukan
penyimpangan dalam melaksanakan penagihan/ pemungutan pajak.

6. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak yang belum taat

melaksanakan kewajiban membayar pajak

5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu sirategis terlebih dahulu dilakukan identifikasi
penilaian faktor internal dan eksternal Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
atau lebih sering dikenaal dengan Analisis SWOT. Pendekatan analisis SWOT
(Strength, Weakness, Oppurtunity.  Threaf) yaita untak  melihat kompleksitas
permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pgjak dan Retribusi Daerah
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Kabupaten Musi Banyuasin sebagai suatu lembaga pemerintahan dan selanjutnya
diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi
kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang.
Identitikast terhadap | faktor-fakzor kekuatan, kendala/kelemahan,

peluang tantangan/ancaman adalah sebagai berikut -
a. Faktor Lingkungan Internal
% Strength (Kekuatan)

a. Adanya sistem komputerisasi pengelolaan pajak (SIMPATDA dan

SISMIOP);
b. Tersedianya anggaran / dana yang memadai:
¢. Terdapatnya Perda sebagai dasar hokum:
d. Motivasi kerja pegawai yang baik;

¢. Komitmen pimpinan dan siaf untuk mewujudkan misi Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin.

&

L7
w

*  Weakness (Kelemahan)

a. Sistem pendataan wajib pajak yang belum efektif

b. Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai

¢. Koordinasi pihak internal dan eksternal belum optimal
d. Kualitas pelayanan belum optimal

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Kabupaten Musi Banyuasin 44



. Responsibity aparatur yang masih rendah.
b. Faktor Lingkungan Eksternal

< Oppurtunity (Pehl]ziﬁg)
a. Dukungan Fksekutif dan Legislatif
b. Perkembangan PDRB dan Pendapatan perkapita positif.
¢. Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian
d. Kondisi sosial kota yang aman dan kondusif
e. Bertambahnya jurnlah perusahaan/ pengusaha (Potensi PAD meningkat)
f. Kemajuan tehnologi dan Pemanfaatan sistem informasi
g. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis
h. Kesediaan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan Pajak dan Retribusi
Daerah.
%» Threat (Ancaman)
a. Kondisi social politik tidak stabil
b. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan
¢. Resistensi Masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah

d. Kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah.

Dalam menjalankan fungsi untuk merumuskan kebijkan dan mengkoordinasikan
penyusunan perencanaan pendapatan daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin membentuk bidang-bidang sesuai dengan kondisi yang
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diperlukan bagi terlaksananya program dan Kegiatan serta perencanaan pencapaian target

Peningkatan Pendapatan Ash Daerah. Bidang-bidang tersebut meliputi :

d.

€.

Sekretariat
Bidang Pengkajian dan Penerimaan Dacrah
Bidang PBB dan BPHTB

Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Bidang Penagihan dan Pembukuan

Dengan membagi tugas kedalam bidang-bidang di atas, diharapkan akan mampu mengatasi

kompleksitas permasalahan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin

yang menjadi kendala pembangunan daerah dalam meningkatkan kemandirian ckonomi,

pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
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BAB1IV
ViSi, MiSi, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KE]_HJ AKAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

4.1. Visi dan Misi
Mengacu pada esensi Renstra sebagai penjabaran dari RPTMD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD), maka gambaran ke depan ke mana

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan dibawa

dan diarahkan terumuskan dalam serangkaian kalimat visi:

“TERWUJUDNYA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
(BPPRD) YANG PROFESIONAL, HANDAL, BERKUALITAS DALAM TATA

KELOLA PENDAPATAN DAERAH MENUJU MUBA BERJAYA 2022%

Untuk mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan
umum mengenai tpaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan
kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi, dirumuskan misi dalam Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut:
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Misi I  Meningkatkan Penerimaan Dacrah yang terukur sccara rasional dan transparan
berdasarkan kepatuhan yang tinggi dan menegakkan peraturan yang adil
Misi lf  Meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiavaan penvelenggaraan pemeriniah dan

pembangunan

Misi [Tl Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Negara yang berkualitas, kompetensi,

unggul dan Profesion
Msi IV Meningkatkan Kualitas Pelayanan Berbasis Tehnologi Modern

Misi V  Meningkaikan Koordinasi dengan Institusi lain dalam pengelolaan Pendapatan Dacrah

4.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan
merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
tertentu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menuangkan visi
dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih tersrah dan operasional untuk
mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi yaitu dengan merumuskan tujuan

dan sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam perencanaan strategis tahun 2017 — 2022

adalah meningkatkan Pendapatan daerah.
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Sasaran adalah penjabaran dari tujuan.

dihasilkan secara ny

vaitu sesuatu vang akan dicapai atau

ata oleh instansi pemerintah dalam rumusan vang lebih spesifik.

terukur dalam kurun wakiu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dinvatakan

pula indikator sasaran yang metupakan ukuran tngkat

sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

keberhasilan pencapaian

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2017 - 2022

adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah { PAD ).

TABEL 4.1.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN RENSTRA 2017 — 2022

Indikator . Trans
Target Kinerja pada sasaran Tahun ke o
Tujuan Sasaran | Tujuan / isi
Sasaran | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 24 3 4 3 o 7 8 4
Mengoptimal kan Ragic
peran dunia usaha, | Meningk PAD
industri dan | atnya terhadap _
7,46 7.75 779 | 7.8
perdagangan guna | Pendapat Pendapata 7749, 7.80% -
PURSE T . % % Yo 0%
Meningkatkan an  Aslhi o Daerah
PAD (Pendapatan | Daerah

Asli Daerah )
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4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan tersebut, perlu disusun suatu strategl untuk mencapainya.

Adapun strategi vang dirumuskan adalah seba ral berikut:
o F =

L.

(V%]

s

N oo >

Meningkatkan sistem pelayanan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Meningkatkan sarana dan prasarana

Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Meningkatkan kesadaran masyarakat.

Melaksanakan kegaiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi

Melaksanakan koordinasi dengan institusi yang terkait

Rekonsiliasi PAD dengan instansi yang mengelola PAD. Retribusi dan Kekayaan
daerah yang dipisahkan secara intensif

Kebijakan (policy) adalah merupakan ketentuan-ketentuan vang telah ditetapkan

oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan

kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun Kebijakan — kebiajakan yang diterapkan Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

I. Peningkatan akses pelayanan

2. Peningkatan kualitas pelayanan

3. Peningkatan sarana dan prasarana

4. Peningkatan kualitas SDM aparatur

5. Peningkatan Kesadaran masyarakat.

6. Melaksanakan kegaiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi

7. Melaksanakan Kcordinasi dengan istansi yang terkait baik secara vertikan

maupun secara horizontal.

Sebagai bentuk Intensifikasi terhadap pendapatan daerah. ada beberapa kegaiatan

vang dilakukan antara lain :
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dari penjabaran visi dan misi tujuan sasaran yang dituangkan dala'r; berbagai
kebijakan dan lebih teknis dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai indikaior
Kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Mengacu pada
ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; maka penyusunan program.
kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada:

Pertama. pendekatan Kkinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua. kerangka pendanaan dan pagu indikatif,
dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilthan yang mengacu pada standar
pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai
setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam
program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu
yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat,
guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan
nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. dan disusun berdasarkan tingkat

urgenitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran. dan program.
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4)

besar akan tetapi maksimal dikelola. Dalam rangka untuk meningkatkan
penerimaan daerah khususnya dari sektor Pendapatan Asli Daerah maka potensi
/ data yang ada harus dikelola secara optimal. Kegiatan ini diperlukan untuk
memonitor dan memudahkan pelayanan pajak daerah untuk meningkatkan

realisasi pendapatan daerah.
PenagihanIPemungutan PAD;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang
dipungut atau yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketetapan
Kepala Daerah. Dari 11 ( sebelas ) macam pajak daerah yang tercantum dalam
undang undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dacrah dan Retribusi Daerah

ada 10 (Sepuluh) macam Pajak Daerah yang sudah dikelola oleh Peinefinta_h

Kabupaten Musi Banyuasin. Yaitu :

I. Pajak Reklame

Pajak Air Bawah Tanah

J

lad

Pajak Penerangan Jalan
Pajak Hotel
Pajak Restoran

=

Pajak Mineral bukan logam dan batuan
Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Hiburan

Pajak Bumi dan Banguran dan

10. BPHTB.

© ® N oo Wb

Kegiatan Penagihan PAD adalah Dalam rangka terealisasinya target pendapatan
asli daerah yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak vang terdata dan

mempunyai NPWP-D, orang pribadi atau badan yang dapat di kenakan pajak.
Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu unsur dari pendapatan

asli daerah dalam APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena ity pajak
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6)

7)

daerah merupakan ujung tombuk penerimaan dacrah. Pajak daerah dikelola oleh
banyak OPD terutama retribusi dacrah, sehingga penerimaan pajak dacrah dan
retribusi daerah harus direkonsiliasi untuk menata laporan pendapatan daerah
dimana target dan raahsasl penerimaan dapat dilihat kinerjanya dan sebagai
bahan untuk kebijakan selan_;umva Oleh karena itu drpcr}ukan suatu persamaan
persepsi dalam pelaporan pencrimaan pajak daerah dan retribusi daerah dajam
bentuk kegiatan rekon penerimaan pajak  daerah, Kegiatan Rekonsiliasi
penerimaan pajak dan retribusi merupakan kegiatan untuk merekonsiliasi
penerimaan pajak daerah dan retribusi dacrah yang dikelola oleh BPPRD
maupun OPD yang mengelola retribusi daerah. Kegiatan rekonsiliasi ini
mempunyai indikator penerimaan pajak dan retribusi daerah yang terkoordinasi

dan tersedianya laporan penerimaan pajak dan retribusi daerah setiap bulan.
Pendataan dengan Validasi / Verifikasi Data PBB

Kondisi Wajib Pajak / Obyek Pajak Khususnya PBB dalam setiap tahun ada
yang mengalami perubahan baik dikarenakan transaksi jual beli maupun adanya
penambahan luas bangunan atay pengurangan luas tanah. Dalam rangka terus
menjaga validasi data PBB dan BPHTB maka kegiatan Pendataan dengan
Validasi / Verifikasi data PBB terus dilakukan. Data PBB Tahun 2016 berjumlah
220.000 WP/OP dari jumlah tersebut diperkirakan ada sekitar 50.000 data yang

perlu divalidasi.
Pelayanan Pajak Daerah

Kegiatan pelayanan pajak daerah adalah dalam rangka mendapatkan data valid
dan akurat. Dengan demikian diharapkan Potensi Pajak Daerah yang ada dapat
digali dengan maksimal sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah
sehingga Data data 9 jenis pajak Daerah didapat dengan akurat schingga
pengelolaan Pendapatan Daerah dapat lebih optimal sesuai dengan Potensi yang

ada.
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8) Penertiban Pajak Daerah

9)

10)

11)

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah. Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin telah melaksanakan pengelolaan pajak sejak tahun 2011 dengan dasar

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Kegiatan penertiban pajak daerah untuk meningkatkan realisasi penerimaan
pajak daerah melalui sosialisasi, himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk
menumbuhkan  kesadarannya dalam membayar pajak.Pelaksanaan kegiatan
penertiban pajak daerah dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
terhadap subjek pajak, obyek pajak dan wajib pajak yang memiliki NPWPD

maupun yang belum mempunyai untuk dilakukan pendataan.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Meningkatkan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat untuk

menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribysi.

Menyesuaikan / memperbaiki aspek kelembagaah/orgahisasi pengelola

pendapatan asli daerah berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan

Membangun system pelayanan pembayaran dengan memanfaaikan

teknologi informasi dan sarana yang memadai.

Sebagai bentuk upaya ekstensifikasi terhadap pendapatan daerah, ada beberapa

kegiatan yang dilakukan vaitu :

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pajak daerah.
Indikator kegiatan ini adalah tersedianya Peraturan Kepala Daerah tentang
Pajak Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

(2) Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah,

Edukasi kepada masyarakat/wajib pajak terhadap 8 jenis Pajak Daerah yang
dipungut dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuain sangat diperlukan

mengingat luasan wilayah dan kurangnya kepatuhan masyarakat/wajib pajak
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(4)

(5)

(6)

dalam membayar pajakdiharapkan melalui sosialisasi ini dapat memberikan
penjelasan penjelasan kepada masyakat / wajib pajak agar dapat
menumbuhkan kesadaran mereka untuk membayar pajak daerah sebagai
sumbangsih mereka dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Musi

Banyuasin.
Penyelenggaraan Bulan Bhakti PRB.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah memberikan himbauan dan
monitoring  terus  menerus agar masyarakat dapat mengetahuidan
memberikan pencerahan mengenai kesadaran pembayaran PBR, Adapun
Batasan Kegiatan ini vyaitu: memasang spanduk ditempat tempat strategis,
mengundang masyarakat mengikuti  acara tersebw, dan Laporan
penyampaian SPPT perkecamatan dan desa, realisasi PBB dan himbauén
peran dan fungsi PBB dalam pemasukan penerimaan daerah dan

meningkatkan kesadaran pembayaran PBB melaalui hiburan rakyat.

Meningkatkan  kesadaran membayar pajak  dengan meningkatkan
administrasi pemerintahan dengan mensyaratkan lunas pajak

Ini ditujukan bagi PNS / ASN dalam proses naik pang.kal, membuat
berkala dan yang lainnya.

Pembuatan  dan  pemeliharaan papan  himbauan  pajak  daerah
(PBB dan BPHTB)

Kegiatan pembuatan dan pemeliharaan Papan himbauan PBB dan BPHTR
adalah menyediakan sarana Papan Himbauan PBB dan BPHTR tersebar di
t4 kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran kegiatan ini
adalah Papan himbauan PBB dan BPHTB yang perlu diperbaiki dan

crigadaan untuk kecamatan vane belum ada.
= o

Melakukan pengembangan  riset/stud; banding terhadap kajian jenis

pemungutan yang selama ini belum dapat dipungut,
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(7) Melakukan updating data objek potensi untuk selanjutnya dilakukan

penelitian dan dilaksanakan pungutan.

(8) Meneliti kesesuaian tarif yang tidak relevan dengan kondisi terkini. dan

melaksanakan untuk disesuaikan .
Strategi Intensifikasi dan ekstensifikasi didukung juga oleh Strategi yang lain yaitu:

(1) Strategi Peningkatan Kualitas Mutu Pelayanan dapat dilakukan melalui -
(1) Kegiatan pelaksanaan Konsultasi Penerapan Sistem Manajemen mutu SO
9000-2000;
(2) Kegiatan Pengadaan Fasilitas Layanan Unggul BPPRD:
(3) Kegiatan pengadaan dan pengembangan aplikasi:
(4) Pengembangan layanan informasi bagi masyarakat;
(5) Akreditasi Sistem lnfo: masi Teknologl
(6) Kegiatan pembentukan Unit khusus penanganan Pengaduan Masyarakat;

(7) Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP Pelayanan Pajak.

(b) Strategi peningkatan sarana prasarana
Sesuai standar dan kebijakan Pengembangan Tehnologi Informasi berbasis online
terdiri dari :
(1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

(2) Pengelolaan SIMPATDA..

(¢) Strategi Peningkatan Kinerja SDM melalui
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi :
(1) Bimtek tentang pengelolaan pajak daerah:
(2) Bimtek pengelolaan PBB dan PBHTB;:
(3) Bimtek Aparatur Pelaksana Pemunguian Pajak Daerah;
(4) Studi Banding.
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(d) Strategi Pembinaan Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalyi :
(1) Kegiatan peningkatan disiplin, kinerja dan tanggungjawab pegawai;
(2) Pengadaan mesin absensi dan

(3) Pembinaan dan Pengem bang'ah"kORPRI.

TABEL 4.2.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA TAHUN
2017 - 2022 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

[VISI TERWUJUDNYA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETR]BUST|
DAERAH (BPPRD) YANG PRC( JFESIONAL, HANDAL
BERKUALITAS DALAM TATA KELOLA PENDAPATAN DAERAH
MENUJU MUBA BERJAYA 2022

Misil | Meningkatkan Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan transparan |

berdasarkan kepatuhan yang tinggi dan menegakkan peraturan yang adil

Misi IT Meningkatkan kemandirian dacrah dalam pembiayaan penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan
|

 Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Negara yang berkualitas.
kompetensi, unggul dan Profesional

Misi IV | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Berbasis Tehnologi Modern

Misi V | Meningkatkan Koordinasi gengan Institusi lain dalam pengelolaan Pendapatan

| Daerah
|
. ARAH
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
I | Meningkatkan | 1 ‘ Meningkatnya | | | Meningkatkan I. | Peningkatan
Pendapatan | Penerimaan sistem pelayanan akses pelayanan
!! Asli Daerah pendapatan asli penerimaan  pajak
1 .-
i daerah dan Retribusi I
| ; i
| I (PAD) Daerah !
n | N

I
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J sarana dan prasarana | kualitas
i ‘ r| pelayanan
[ Meningkatkan 3 | Peningkatan
‘I kualitas ‘Sumber sarana dan
Daya Manusia prasardra
Meningkatkan 4 | Peningkatan
kesadaran Kualitas SDM
masyarakat aparatur
S i Melaksanakan 5 | Peningkatan
kegiatan dengan Kesadaran
intensifikasi dan masyarakat.
ekstensifikasi
Melaksanakan 6 | Melaksanakan
koordinasi dengan kegiatan dengan
institusi yang terkait intensifikasi dan
ekstensifikasi
e Rekonsiliasi  PAD | 7 | Melaksanakan
dengan instansi Koordinasi
yang mengelola dengan istansi
PAD, Retribusin dan yang terkait baik
Kekayaan  daerah secara  vertikan
yang dipisahkan imaupun  secara
secara intensif horizontal
Melaksanakan 8 | Peningkatan

koordinasi dengan

koordinasi

[ dengan instansi
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[ ' Institusi yang terkait fl KPP Pratama,
| i OPD terkait dan

[ lain sebagainya
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Indikator Kincrja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatit
atau pun kualitatit yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai
dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan Kelompok Sasaran
kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik. sehingga memberikan cambaran yang
rinci mengenai kelompok sasaran dari keglatan yang akan dilakukan. .

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai Visi dan Misi yang tclah ditetapkan,
maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dun kegiatan perlu dilakukan,
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan
dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan
partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari prograr dan kebijakan sebagai arah dari
pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi or-ganisasi. '

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPIM)
Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022 dan sebagai langkah yang nantinya
akan mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun walktuy
2017 - 2022 adalah sebagai berikut :
PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
Rencana Program dan Kegiatan untuk mewujudkan Misi yang ditempuh Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai berikut -

Misi I Meningkatkan Penerimaan Daeral vang terukur secara rasional dan
transparan  berdasarkan kepatuhan yang tinggi dan menegakkan
peraturan yang adil. ‘

- Misi 1 Meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan
pemerintah dan Pembangunan

Misi ITE Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Negara yang berkualitas,
Kompetensi. Unggul dan Profesional.

Misi IV Meninghatkan Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Modern
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Misi V Meningkatkan Koordinasi dengan Institusi Lain dalam pengelolaan
Pendapatan Daerah
Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin maka didukung oleh

Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program utama yang mendukung Misi I dan Misi 11, [11, 1V dan Misi V sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Uraian Tugas adalah :

I PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
l. Pendataan dengan Validasi/Verifikasi data PBB
Objek Pajak dan Wajib Pajak BPPRD Kabupaten
Kelompok Sasaran
Musi Banyuasin
Validasi Data SPPT PBB 14 Kecamatan Objek
Pajak (OP)/ WP

Data Objek Pajak / Wajib Pajak PBB BPHTR

Quiput

Outcome . .
tervalidasi

2 Pendaftaran / Pendataan, Pemutakhiran dan Konfirmasi Data Pajak Daerah
Objek Pajak dan Wajib Pajak BPPRD Kabupaten
Musi Banyuasin
Data Objek Pajak dan Subjek Pajak Daerah 8
Jenis Objek Pajak

Kelompok Sasaran

Output

Tersedianya kebutuhan informasi sebagai dasar
Outcome

penetapan pajak

laa

Penyampaian SPPT — PBB
Kelompok Sasaran : Objek Pajak dan Wajib Pajak BPPRD Kabupaten
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Musi Banvuasin
Output : SPPT PBB P2 Terdistribusi
Wajib Pajak mendapatkan informasi tentang SPPT
PBB

Outcome

Penagihan / Pemungutan PAD Kab. Musi Banyuasin

Kelompok Sasaran : Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Terealisasinya 9 Target Pendapatan Asli Daerah
QOuipur
(PAD)
_ Tercapainya target PAD di 14 Kecamatan dalam
Ouicome

Kabupaten Musi Banyuasin

[ntensifikasi dan Koordinasi PBB P3

Kelompok Sasaran . Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Output . Perusahaan yang bergerak di sektor P3 terlayani
Outcome :  Target penerimaan PBB P3 Terealisasi 100 WP

Intensifikasi pendapatan daerah dan konfirmasi dana bagi hasil

Kelompok Sasaran . Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Output : Realisasi Dana Bagi Hasil (12 Bulan)
Meningkatan Koordinasi / Rekonsiliasi antar

Outcome ) [
nstanst

Penyelenggaraan Bulan Bakti PBB
Kelompok Sasaran : Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin

Terselenggaranya bulan bakti PBR
Ouiput .
di 1 Kecamatan

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
Outcome )
membayar pajak

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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Penyelenggaraan perhitungan
(SKPD) Kab. Musi Banyuasin

Kelompok Sasaran

Output

Outcome

dan penyampaian Surat Ketetapan Pajok Daerah

Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

3000 lembar SKPD dan SKPDKB terdistribusi ke
Wajib Pajak o
Tersedianya dokumen SKPD dan SKPDKB yang
digunakan Wajib Pajak scbagai dasar penyctoran

pajak daerah

9. Penyusunan Rancan gan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah

Kelompok Sasaran

Qutput

Outcome

(SISMIOP)

Kelompok Sasaran
Output
Ouicome

1. Sosialisasi Pajak Daerah
Kelompok Sasaran

Qutput

Outcome

Pemerintah Daerah

Diterbitkannya Raperbup scbagai dasar pengenaan
Pajak Daerah Pengenaan Pajak Daerah sebanyak
10 Raperbup

Peraturan Bupati

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen  Informasi Objek Pajak

Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Tersedianya Sistem Manajemen Informasi Objek
Pajak

Wajib Pajak terlayani dengan sistem yang baik

Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Partisipasi ~ Wajib Pajak yang mengikuti dan
memahami pajak daerah di 14 kecamatan
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi  wajib
pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah

di 14 Kecamatan

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAFRAH
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14.

Pengembangan dun Pemeliharaan SIMPA'TDA

Kelompok Sasaran

Output

Cutcome

Wajib Pajak dan Opjek Pajak Kabupaten Musj
Banyuasin

Tersedianya Sistem system aplikasi pendapatan
yziﬁg. baik '

Terlaksananya pelayanan Pajak daerah yang efektif

dan efisien

Pengelolaan PBB sektor pedesaan dan sektor perkotaan (P2)

Kelompok Sasaran

Qutput

COitcome

Pelayanan Pajak Daerah

Kelompok Sasaran

Qutput

Ouicome

Penertiban Pajak Dacrah

Kelompok Sasaran

Output

QOuicome

Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Administrasi Percetakan 225.000 massa SSPT
PBB berjalan dengan baik

Wajib Pajak dapat membayar kewajibannya sesuai
SPPT PBB

Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Tersedianya Pelayanan Pajak Daerah untuk Pajak
Dacerah dan Wajib Pajak (WP)

Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah dengan
Wajib Pajak (WP)

Pegawai BPPRD dan Wajib Pajak Kabupaten Musi
Banyuasin

Penertiban 9 Jenis Pajak Daerah di 14 Kecamatan
dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
Terciptanya kesadaran dan ketaatan wajib pajak
untuk mematuhi ketentuan aturan tentang pajak

daerah dan pada gilirannya dapat meningkatkan

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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Pr.’\ D

Penagihan / Pemungutan dan keberatan PBR dan BPHIB Kabupaten Musi

Banyuasin
Kelompok Sasaran . ¢ Pcgawai BPPRD Kabupatcn Musi Banyuasin
SPPT Wajib Pajak Tertagih dan Terlayani
Ouiput N _
Keberatan Wajib Pajak
Cuicome : Target Penerimaan PBB dan BPHTB tercapai

Pelayanan PBB dan BPHTB

Kelompok Sasaran ¢ Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Wajib Pajak PBB dan BPHTB terlayani dengan
COutput i
baik

_ Wajib  Pajak PBB dan BPHTB membayar
Cutcome

kewajiban pajaknya

Selain Program Utama diatas, pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Program Rutin yang akan mendukung

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPPRD. yaitu :

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

(]

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kelompok Sasaran : BPPRD

Tersedianya Fasilitas  komunikasi, sumber dava air,
Chutput

listrik dan internet
Outcome : Meningkatkan kenyamanan Kerja

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasicnal
Kelompok Sasaran : BPPRD

Qutput : Surat Tanda Nomor Kendaraan

Outcome  Legalitas Kendaraan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kelompok Sasaran . BPPRD

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUS| DAER AH
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9.

10.

Quilpet : Alat l'ulis kantor BPPRD
Ourcome . Tersedianya alat tulis kantor pada BPPRD Kab. Muba

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kelompok Sasaran :  BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Output ' : Barang cetak dan Penggandaan
Cutcome : Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan

PPenyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor

Kelompok Sasaran . Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Output : Komponen Alat Listrik kantor
Ouicome ¢ Tersedianya Komponen instalasi listrik

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelompok Sasaran : BPPRD dan UPTD Kabupaten Musi Banyuasin
Output : Tersedianva Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Qutcome . Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kelompok Sasaran > BPPRD

Output : Peralatan Kebersihan dan bahan pembersihkantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan

Outcome

pembersih

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kelompok Sasaran : BPPRD

Surat Kabar Nasional / Harian Lokal dan Mingguan dan
Quiput

Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
Outcome

undangan di BPPRD Kab. Muba

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kelompok Sasaran :  BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Qutput - Tersedianva Konsumsi Rapat dan Konsumsi Tamu
Outcome : Lancarnya Konsumsi Rapat dan Konsumsi Tamu

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsuliasi ke Dalam Daerah

BADAN PENGELOLA PAIAK DAN RETRIBUSI [J A FRAH
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Kelompok Sasaran : BPPRD
Output : Frekuensi Rapat koordinasi dan Konsultasi
Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi

Outcome

dan Konsultasi ke Dalam Daerah

1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Dacrah

Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
_ Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat - rapat Koordinasi
Quicome _

dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Kelompok Sasaran : BPPRD

Terbayarnya Jasa Operator. Jasa Kebersihan. Jasa
Quiput .

Keamanan kantor dan sopir

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pendukung Administrasi
Outcome

Tehnis / Perkantoran
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

I. Pembangunan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran : Gedung BPPRD
Cutput : Terpenuhinya kendaraan dinas / operasional
Outcome : Tersedianya Kendaraan Operasional

2 Pengadaan Kendaraan Dinas

Kelompok Sasaran : BPPRD
Output : Lancarnya mobilitas pelaksanaan pekerjaan
Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAL
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Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran : BPPRD
Output : Pcr!eng_kapan Gedung Kantor
Ouicome : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

Pengadaan Meubeler

Kelompok Sasaran © BPPRD dan UPTR
_ Terpenuhinya kebutuhan mobiler  kantor Tersedianya
Output
meubeler kantor
Outcome . Tersedianya meubeler kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kelompok Sasaran
Output ¢ Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang
Ouicome _
digunakan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kelompok Sasaran : BPPRD
Output : Terpenuhinya kendaraan dinas /operasional
QOutcome ¢ Tersedianya Kendaraan Operasional

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kelompok Sasaran : BPPRD

Quiput © Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUS! DAERAH
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Outcome ¢ lersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Rehabilitasi sedang/berat Peralatan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Gedung Kantor yang terpelihara

Terawat dan terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
Qutcome "=
Yang siap digunakan

Pengelolaan Website

Kelompok Sasaran :  BPPRD dan WP/ Retribusi
Output t Tersedianya Website BPPRD
Outcome : Lancar Pelayanan

I1l. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kelompok Sasaran : BPPRD
Output . Pakaian dinas berserta perlen gkapannya.

Tersedianya pakaian dinas seragam untuk pegawai BPPRD
dan UPTD

Qutcome

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Kelompok Sasaran : BPPRD

Qutput :  Pakaian Batik Tradisional dan Baju Olahraga

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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lersedianya  Pakaian Batik ‘I'radisional dan Pakaian

Olahraga untuk pegawai BPPRD dan UPTD

Outcome

' .IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kelompok Sasaran . BPPRD
Output . Aparatur yang selesai dididik dan dilatih

Meningkatkan wawasan dan Keterampilan serta Kinerja
Outcome )
Pegawai

2 Sosialisasi Peraturan Perundang — Undangan

Kelompok Sasaran : BPPRD Kabupaten Musi Banyusin
_ Pegawai BPRD mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang
Output
Undangan
Meningkatnya Pengetahuan Pegawai BPPRD
Outcome

tentang Perundang undangan

3. Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang undangan

Kelompok Sasaran : BPPRD Kabupaten Musi Banyusin

Jumlah Pegawai BPRD yang mengikuti Bimtek
Output

Implementasi Peraturan Perundang Undangan

Meningkatkan wawasan dan Ketrampilan serta Kinerja
Outcome

Pegawai

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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V. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
L. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD

Kelompok Sasaran : BPPRD Kabupaten Musi Banyusin

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kKinerja
Output

BPPRD
_ Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Outcome

Realisasi Kinerja BPPRD

(5

Penyusunan Laporan Renja dan Rentra

Kelompok Sasaran : BPPRD Kabupaten Musi Banyusin
Quipur : Laporan Renja dan Tapkin BPPRD
Quicome :  Bahan Penyusunan RKA

Matriks program/kegiatan, indikator Kinerja, kelompok sasaran dan dana indikatif masing-

masing kegiatan sebagaimana terlampir dalam Renstra ini.

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERA H
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BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN YANG MEI‘{GAC U
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD |

Indikator kinerja merupakan alat atau media vang digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator
Kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang
lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila
didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai
maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil
pengukuran vang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama
periode aktifitasnya. Indikator Kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada
saat merencanakan Kinerja.

Dengan adanya indikator Kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang
akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.
Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan
kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk
diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya. Indikator kinerja PD yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang sccara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPIMD.

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut serta penetapan indikator kinerja
daeiah sebagaimana vang telah ditetapkan dalam RPIMD. maka Indikator kinerja Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat disajikan dalam
Tabel. Indikator kinerja vang disajikan hanya indikator kinerja vang sesuai dengan vang
telah ditetapkan dalam RPIMD sehingga dapat memberikan gambaran kontribusi langsung
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerzh Kabupaten Musi Banyvuasin dalam mencapai
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tjuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPIMD melalui kontribusi pencapaian
indikator kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, indikator yang lebih spesifik dan
khas PD namun tidak dimuat dalam RPIMD tidak disajikan namun tetap menjadi bagian
dari to[ok ukur dan penilaian kinetja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin. Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPIMD Kabupaten Musi Ranyuasin adalah sebagai berikut :.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Target Kinerja pada sasaran | Transis |
No. Indikator Tahun ke i
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022
| .

2 3 e 3 6 7 8

Rasio PAD terhadap
7,46% | 7,74% | .75 % | 7.80% | 7,79 % 7,87 %

Pendapatan Daerah
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BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2017 - 2022 merupakan serangkaian tindakan vang disusun dengan
memuat Visi. Misi, Tujuan dan Sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD
Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber
daya yang ada dan ;-nempe;kuat tuj}lan_plenuapaian Visi dan misi Kabupaten Musi
Banyuasin tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin 2017-2022 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya. serta menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan
perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, serta
selanjutnya menjadi suatu dekumen acuan yang digunakan sebagai masukan dalam rarigka
penguatan serta partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan
pendapatan asli dacrah dan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi, guna penyusunan
laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Disadari bahwa penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 — 2022 ini masih periu penyempurnaan, meskipun
demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan. program dan Kegiatan vang
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BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajuk dan Retribusi Daerah Kabupaten Mus;j
Banyuasin Tahun 2017 - 2022 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan
memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJIMD
Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan Upaya menggali berbagai poten51 sumber
daya yang ada dan memperkual tujuan pencapaian Visi dan mis; Kabupatcn MLISI
Banyuasin tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin 2017-2022 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya. serta menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan
perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, serta
selanjutnya menjadi suatu dekumen acuan yang digunakan sebagai masukan daiam rangka
penguatan serta partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan
pendapatan asli daerah dan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi, guna penyusunan
laporan pelaksanaan Kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Disadari bahwa penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 201 7-2022 ini masih perlu penyempurnaan, meskipun
demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan. program dan kegiatan yang
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telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakakti dan dapat
dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin, dan Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin khususnya.

Sekayu, 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
EN MUSI BANYUASIN
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